
Menimbang

SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

a.

NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana

program dan kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 perlu dilakukan
penyesuaian;
bahwa sesuai dengan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perkada
Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
RKPD;
bahwa sesuai dengan angka 3 Surat Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Riau, Nomor : 000.7.2.4/BAPPEDALITBANG-Bid 1/2024/0677,
Tanggal 13 Agustus 2024, Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir
Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

c.



Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan hurufc perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

d.

18 ayat (6) Undang ~ Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945 Pasal.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah PropinsiSumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan DaerahTingkat if Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaMenjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara RepubiikIndonesia Nomor 6856);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor i187, Yambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6402);

4.

5.

7.



10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodeiikasi, dan Nomenkiatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Peiayanan Minimai (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2024;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.51317 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 8);



Menetapkan :

19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 - 2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022
Nomor 1);

. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Huiu Nomor i Tahun
2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2023 Nomor 1).

N (o
r)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH #£=KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor
25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) Penetapan Perubahan RKPD ini dimaksudkan sebagai
pedoman dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk
menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2024.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menguraikan perubahan Program dan Keyiaian yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;
BABII EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP



3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 14 Agustus 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 18


